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1. Direksi Perusahaan Asuransi;

2. Direksi Perusahaan Reasuransi;

3. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /SEOJK.05/2017

TENTANG
LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan:

1. Pasal 44 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5994); dan

2. Pasal 45 ayat (8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5995),

perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai bentuk dan

susunan laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan

reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi

syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:



I.  KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1.

Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,
perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah,
perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, atau
perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN

1.

Laporan aktuaris tahunan Perusahaan disusun sesuai dengan
bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang
memiliki unit syariah, pernyataan, analisis, pendapat, dan
rekomendasi yang dicantumkan dalam laporan aktuaris termasuk
juga untuk unit syariah.

Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 mutatis
mutandis berlaku bagi perusahaan asuransi umum atau
perusahaan asuransi umum syariah yang laporan aktuarisnya
masih ditandatangani pegawai Perusahaan yang memiliki
sertifikat analis asuransi umum (certified non-life analyst) dari
Persatuan Aktuaris Indonesia atau konsultan aktuaria yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak terafiliasi dengan
Perusahaan yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2017.

[II. KETENTUAN PENUTUP

1.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2017.

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan Nomor PER-10/BL/2012 tentang Laporan



Aktuaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,
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FIRDAUS DJAELANI



